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MUKADIMAH
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan
hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa
masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik,
dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap
memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah
Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing
individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa ASOE DONYA selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini
disebut BUM Desa.
(2) BUM Desa Asoe Donya berkedudukan di Desa Tampieng Baroh Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie
Provinsi Aceh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2
(1) Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang
ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa maupun kerjasama antar-desa.
(2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah :
a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan
produktivitas perekonomian dan potensi Desa;
b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/jasa dan pemenuhan
kebutuhan umum masyarakat Desa serta pengelolaan lumbung Desa;
c. memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli Desa serta
mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya Desa;

d. pemanfaat aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan
e. mengembangkan ekonomi digital di Desa.

Halaman 1 of 19



(M

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat menjalankan usaha dalam bidang:
a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
01111 - Pertanian Jagung

Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan

tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

01114 - Pertanian Kacang Tanah

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan
tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman

kacang tanah.
01115 - Pertanian Kacang Hijau

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan
tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman

kacang hijau.
01121 - Pertanian Padi Hibrida

Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu
kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama
(F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau
galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan

dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.
01122 - Pertanian Padi Inbrida

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan
lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi
satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang
produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi
varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago

dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

01132 - Pertanian Hortikultura Buah

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman
hortikultura buah, seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan

pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.

01134 - Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan
lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan
tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung,
bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya.

Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.

01199 - Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl

Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain

dan kegiatan pembibitannya.
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01283 - Pertanian Cabai

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (capsicum spp),
seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman
cabai.

01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk
menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa
pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk
menghasilkan calon sapi siap potong.

01442 - Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong
untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing
potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan
untuk menghasilkan calon kambing siap potong.

01461 - Budidaya Ayam Ras Pedaging
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk
menghasilkan ayam pedaging.

01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk
menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.

01465 - Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek,
untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/atau bebek dan peternakan yang
menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging,
itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya.

01468 - Pembibitan Ayam Ras

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging
dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old
chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.

01469 - Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas
lainnya, seperti kalkun, angsa, unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan
atau telur tetas dan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk
menghasilkan,unggas pedaging, unggas petelur dan telur.

01611 - Jasa Pengolahan Lahan

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas
dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah
maupun di lahan kering.

01623 - Jasa Penetasan Telur
Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee)
atau kontrak.

01640 - Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan

Kelompok ini mencakup semua kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan
perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil,
benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum
matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini
mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan
benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.
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03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan
bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura,
sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam
semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.

03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah
Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip , crustacea, mollusca, dan biota air tawar
lainnya di sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, lele.

03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas
galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan
ikan mas.

. Industri Pengolahan

10631 - Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras

Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang
terpisah dengan usaha penggilingan padi.

10632 - Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.

10633 - Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung beras dan tepung jagung.

11040 - Industri Minuman Ringan

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan
anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa
manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air
anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan
minuman serbuk.

11051 - Industri Air Kemasan

Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air
minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau
tanpa penambahan gas seperti O2 ataupun CO2, dengan atau tanpa penambahan mineral.

11052 - Industri Air Minum Isi Ulang
Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung dikonsumsi berupa depot air isi
ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (automatic tap
water machine) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot
dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen.

11090 - Industri Minuman Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan
1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk
sekoteng, dan serealia celup.

18112 - Industri Pencetakan Khusus

Kelompok ini mencakup industri pencetakan perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan
kertas rahasia lainnya, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat
berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang dan cetakan khusus lainnya.
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¢. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor

46201 - Perdagangan Besar Padi Dan Palawija

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai
bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan
seralia lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan serealia lainnya.

46205 - Perdagangan Besar Binatang Hidup

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti
unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit
binatang.

46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang
belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku
pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan
hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

46311 - Perdagangan Besar Beras
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.

46319 - Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian
lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.

46638 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen,
pasir, paku, cat dan lain-lain.

46325 - Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.

46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti
obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.

46443 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun,
bedak dan lainnya.

46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa
mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

47111 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman
Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya
bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli
mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Disamping itu juga dapat
menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan
pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.

47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman
Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya
bahan  makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam  bangunan  bukan
swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang
bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko
bahan kebutuhan pokok.
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47211 - Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan
seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan
kacang polong.

47214 - Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan,
seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.

47301 - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied
Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau
jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara
(seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya
bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya
kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan
pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar bahan
bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk
keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.

47302 - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied
Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan
Udara

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis
bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara
(seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor
di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.

47528 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan,
seperti semen, pasir , paku, cat dan lain-lain.

47611 - Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti
pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan
pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak,
karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.

47595 - Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu
Atau Rotan

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan
dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan, seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa,
talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate dan gilingan
daging.

47752 - Perdagangan Eceran Hewan Ternak

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas.

47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan dan makanan
hewan piaraan di dalam bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan
ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.
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47763 - Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas
hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran
(mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos,
pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.

47762 - Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman dan biji benih/bibit tanaman.
Termasuk perdagangan eceran tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap
malam dan bibit tanaman hias/obat.

47771 - Perdagangan Eceran Minyak Tanah
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minyak tanah.

47772 - Perdagangan Eceran Gas Elpiji
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji.

47796 Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat pertanian, seperti cangkul, bajak,
sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin.

. Pengangkutan dan Pergudangan

52101 - Pergudangan dan Penyimpanan

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum
barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

52104 - Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air
untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas.

52108 - Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang

Kelompok ini mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang menyediakan Gudang Sistem Resi
Gudang (G-SRG) meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang
disimpan di gudang sistem resi gudang oleh pemilik/pihak lain.

52215 - Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung
parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa
perpakiran di luar badan jalan lainnya.

. Aktivitas Keuangan dan Asuransi

64121 - Bank Umum Konvensional

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/
atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.

64122 - Bank Umum Syariah

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, meliputi penghimpunan
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah, serta
memberikan jasa dalam sistem pembayaran.
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64190 - Perantara moneter lainnya

Kelompok ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit
atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan
jaminan, kartu kredit, dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan
selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti
rentenir, credit union, kegiatan giro pos, dan laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang
berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan
money order (pengiriman uang).

. Real Estat

68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik
yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan
non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta
penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara
permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan
gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian
real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk
rumah yang bisa dipindah-pindah.

68112 - Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus

Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan
pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus.
Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa
pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special
venue/ multi purpose venue.

. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

77100 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan
Sejenisnya

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational
leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek.
Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup
dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

77210 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan
Olahraga

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational
leasing) semua jenis barang untuk keperluan rekreasi dan olahraga, seperti peralatan olahraga air,
perahu kano dan perahu layar, kurdi dan payung pantai, sepeda dan peralatan olahraga lainnya.
Termasuk peralatan ski dan kapal pesiar. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing)
dicakup dalam 6491.

77292 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah
Tangga Dan Pribadi

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational
leasing) semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga dan pribadi termasuk furnitur, peralatan
dapur dan alat rumah tangga dari listrik, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, perhiasan, tempat
tidur, lemari, panci, kompor, pisau, mesin cuci, kulkas, dispenser, dan lain-lain. Sewa guna usaha
dengan hak opsi (financial leasing) dicakup pada 6491.
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77392 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan
Peralatannya

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational
leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya,
seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian
dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya
termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240.

. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib

84300 - Jaminan Sosial Wajib

Kelompok ini mencakup usaha pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang
diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran dan
pensiun, program untuk mengatasi masalah kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan,
cacat sementara, status janda dan lain-lain.

82190 - Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor
Lainnya

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya
yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi
dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat,
perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak
surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi,
penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga
menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan
pencetakan prepress.

i. Pendidikan

85111 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola
oleh pemerintah termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti
Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar Negeri.
Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan
pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-
anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.

85134 - Pendidikan Taman Penitipan Anak

Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak
lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun,
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan
bagi anak usia lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum termasuk dalam kelompok 85131 s.d.
85135.
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j- AKktivitas Jasa Lainnya
94110 - Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha
Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi pengusaha perdagangan, kegiatan organisasi yang
kepentingan anggotanya berpusat pada pengembangan dan kesejahteraan perusahaan dalam bisnis
atau perdagangan tertentu, termasuk pertanian atau pertumbuhan ekonomi dan iklim area geografis
atau bagian politik tertentu tanpa memperhatikan bidang usaha, kegiatan federasi dari beberapa
perkumpulan atau asosiasi, kegiatan kamar dagang dan organisasi sejenisnya, penyebaran informasi,
perwakilan di hadapan lembaga pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan
dari organisasi bisnis dan pengusaha, seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), GINSI (Gabungan
Importir Nasional Seluruh Indonesia), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan
Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), organisasi pedagang dan organisasi
pengusaha lainnya.
96111 - Aktivitas Pangkas Rambut
Kelompok ini mencakup usaha jasa pemangkas dan perawatan rambut yang melayani masyarakat
umum, termasuk juga pemangkas kumis, jambang maupun jenggot, yang biasanya dilakukan oleh
perorangan. Umumnya untuk kaum pria, seperti barber shop.

96112 - Aktivitas Salon Kecantikan

Kelompok ini mencakup usaha jasa pemeliharaan rambut dan perawatan kecantikan, seperti
perawatan muka dan kulit muka, pijat muka, make-up, manikur, pedikur, pencucian, perapian dan
pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk
rambut pria dan wanita dan jasa salon sejenisnva.

BAB 1V
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa
Pasal 4
(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau
pengawas.
(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(4) Musyawarah Desa Menyetujui keputusan kegiatan tidak boleh dalam bentuk perseorangan/ individu,
kecuali dalam bentuk kelompok yang diajukan dengan proposal kepada BUM Desa ( RAB Terlampir).

(5) Musyawarah Desa Menyetujui ikatan Kontrak dengan menanda tangani Surat Perjanjian Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) Bermaterai (10,000).

Pasal 5
Musyawarah Desa terdiri atas:
a. Musyawarah Desa tahunan; dan
b. Musyawarah Desa khusus.
Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:

a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat

persetujuan Musyawarah Desa;
2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana
program kerja BUM Desa.

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba
yang positif.
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(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana
operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan
dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah
Desa tahunan paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender.

Pasal 7

(4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-
waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada
Musyawarah Desa.

(5) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

(6) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (Tujuh) hari
kalender.

a.

Pasal 8
(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
Kepala Desa;
BPD; dan

b.

C.

unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. penyerta modal;
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
3.
perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

a.
b.
c.

SR - O &

[y

o

menetapkan pendirian BUM Desa;

menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;

membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak
penerima kuasa funesi kepenasihatan:

. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;

. mengangkat pengawas;

. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;

. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana

onerasional setelah ditelaah nenoawas dan nenasihat:

. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan

dalam Anggaran Dasar BUM Desa dengang persetujuan Ahli Waris;

. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk

kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;

. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;

. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM

Desa yang diserahkan kepada Desa;

. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat,

pelaksana operasional, dan pengawas;
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. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;

. membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat,

pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan
oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana

operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikat baik melaksanakan pertanggung jawaban;

. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau

kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;

. meminta dan menerima pertanggung jawaban penyelesai; dan
. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif

dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

a.

bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga
BUM Desa dan/atau perubahannya;

. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana

operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;

. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih

pelaksanaan operasional BUM Desa;

. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis

keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa
dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana

operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa
dalam laporan tahunan;

. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan

Musyawarah Desa;

. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah

tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan

. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah

investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

a.

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan
BUM Desa;

. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa

berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
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e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk
diajukan kepada Musyawarah Desa;

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM
Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah
Desa; dan

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. Honorarium senilai Rp. 500.000- (Lima ratus ribu rupiah).
2. Tunjangan senilai Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Waktu Penerima Honorarium Pada saat Usaha sudah berjalan dengan lancar.

Bagian Ketiga Pelaksana
Operasional

Pasal 14
(1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang
diangkat oleh Musyawarah Desa.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 ( satu) orang
(3) Direktur BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

Nama : Mu'azin

Alamat : Gampong Tampieng Baroh, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Pasal 15
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh
Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
a. warga Desa Tampieng Baroh ;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai
Direktur);
c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;

berpendidikan minimal sederajat;

mampu melaksanakan perbuatan hukum;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum;

SER S o

j.  memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah
Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

o a0 o

. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-

. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai

. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang;:

a.

e

bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
dan/atau perubahannya;

. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan

BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan
Musyawarah Desa;

. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak

lain;

. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan

manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;

. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan

peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat

sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat

persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah

Desa;

. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah

Desa;

. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi

kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a.

b.

C.

d.

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM
Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau
di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada
penasihat dan pengawas;

menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
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e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;

f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan

g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana
kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat
Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19
Direktur berhak:
a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
¢. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. Gaji senilai Rp. 1.200.000,- (. Satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. tunjangan senilai Rp. 350.000- (. Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. Manfaat lainnya berupa tunjangan prestasi kinerja
4. Waktu Penerima Honorarium Pada saat Usaha sudah berjalan dengan lancar.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 20
(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur
masyarakat dalam Musyawarah Desa.

(2) Jumlah Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
Nama : Harmawan, ST

Alamat : Gampong Tampieng Baroh, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

(4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
a. warga Desa Tampieng Baroh ;
b. sechat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai
pengawas);
memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
berpendidikan minimal sederajat;
tidak pernah dinyatakan pailit;
tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum,;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

R R S

(5) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah
Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-
undangan;
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C.

d.

(&

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai
pengawas;

dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

a.

b.

bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana
operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah
Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah

investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;

. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan

kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada
Musyawarah Desa;

. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat

indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan
BUM Desa; dan

. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

a.

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh
pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran
Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;

¢. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;

. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari

pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;

. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional

untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha

BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk

diajukan kepada Musyawarah Desa; dan

. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

a.
b.

C.

Honorarium senilai Rp. 500.000- (Lima ratus ribu rupiah).
Tunjangan senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
Waktu Penerima Honorarium Pada saat Usaha sudah berjalan dengan lancar.
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BAB YV
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu Modal

Pasal 25
(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.158.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) pada
saat pendirian

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:

a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.158.000.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta
Rupiah) atau 100 % (per seratus); dan
(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Uang senilai Rp. 158.000.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);
b. Penyetaraan modal (Pembiayaan Ketahanan Pangan 20 % ) dari jumlah pagu dana desa tahun 2025
sebesar Rp. 158.000.000, (Seratus lima puluh delapan juta rupiah ). Atau 100 % ( per seratus)

Bagian Kedua
Aset

Pasal 26
(1) Aset BUM Desa bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
¢. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
¢. sumber lain yang sah.

2

Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27
(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 28
(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel,
efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun
waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama,
tidak dapat diiadikan iaminan atau agunan.
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Pasal 29
(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp.
30.000.000 (tiga puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 30.000.000 (tiga puluh
Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 30

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama non-usaha.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi
kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga
pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan
BUM Desa lain.

Pasal 31

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas
berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau
meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko
kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat
tertentu.

Pasal 32
(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat BUM Desa dapat melakukan kerja
sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk
pengelolaan bersama sumber daya.

2)

Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan
dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta

Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34
(1) Bentuk kerja sama usaha:
a. Perdagangan Besar dilakukan setelah melakukan musyawarah desa
b. Industri dilakukan setelah melakukan musyawarah desa
c¢. Bank Desa dilakukan setelah melakukan musyawarah desa
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(2) Bentuk kerja sama usaha
a. pertanian dilakukan setelah melakukan musyawarah desa
b. perikanan dilakukan setelah melakukan musyawarah desa
c. peternakan dilakukan setelah melakukan musyawarah desa
d. perkebunan dilakukan setelah melakukan musyawarah desa
e. penyewaan dilakukan setelah melakukan musyawarah desa

Pasal 35
(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk
paling sedikit:
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36
(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan
pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:

a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 40% (Empat puluh per seratus);
b. Untuk Pembayaran gaji pengurus sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
c¢. untuk biaya penasehat Sebesar 5 % ( lima per seratus); dan
¢. Pendapatan desa (PAD) sebesar 15 % (lima belas per seratus); dan
(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
a. pendapatan asli Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk
pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya) ;

b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan
pengembangan usaha sebesar 70 % ( tujuh puluh per seratus).

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tampieng Baroh
Pada tanggal 16 Juni 2025
KEPALA DESA TAMPIENG BAROH

W

{ FIRDAUS )
Diundangkan di Desa Tampieng Baroh —
Pada tanggal 16 Juni 2025 e,
SEKRETARIS DESA TAMPIENG BAROH, '

(@

JUMADI
LEMBARAN DESA TAMPIENG BAROH NOMOR 05 TAHUN 2025
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